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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja pendapatan asli daerah dilihat dari varians pendapatan yang 

dinilai kurang baik karena selalu menunjukkan angka negatif dan secara 

keseluruhan dari tahun anggaran 2016-2019 realisasi pendapatan 

dibawah jumlah yang telah dianggarkan dan termasuk kategori yang 

kurang menguntungkan. 

2. Kinerja pendapatan asli daerah dilihat dari pertumbuhan pendapatan 

menunjukkan tingkat pertumbuhan yang fluktuasi atau naik turun 

sehingga diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat 

meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 

belum terkelola secara baik agar dapat memaksimalkan tingkat 

pertumbuhan pendapatan asli daerah. 

3. Kinerja pendapatan asli daerah dilihat dari rasio efektivitas pendapatan 

asli daerah dengan rata-rata sebesar 74,20% yang artinya tingkat kinerja 

masih kurang efektif. 

4. Kinerja pendapatan asli daerah dilihat dari rasio efektivitas pajak daerah 

dengan rata-rata sebesar 98,83% yang terletak antara 90%-99% dianggap 

cukup efektif. 

5. Kinerja   pendapatan   asli daerah   dilihat    dari rasio efektivitas retribusi  
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daerah dengan rata-rata sebesar 50,26% yang terletak pada kriteria 

kurang dari 75% dan dianggap tidak efektif. 

 

6.2  Saran  

      Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan berupaya untuk 

meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah yang yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.  

2. Mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan 

memperluaskan sektor-sektor yang berpotensi menambah pendapatan 

asli daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. 
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